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ABSTRAK :    - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan provinsi penghasil, kabupaten/kota 
penghasil, dan kabupaten/kota pengolah sumber daya alam panas bumi untuk tahun 
2026 yang digunakan sebagai dasar penghitungan dana bagi hasil tahun 2026, sehingga 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 
Penetapan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Sumber Daya Alam Panas Bumi 
Tahun 2026. 

-  Dasar Hukum Kepmen ini adalah: 
UU No. 21 Th 2014 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 23 Th 2014 jo UU No. 1 Th 2026; UU 
No. 1 Th 2022; PP No. 7 Th 2017 jo PP No. 25 Th 2021; PP No. 37 Th 2023; PERPRES No. 
169 Th 2024; PERMEN ESDM No. 23 Th 2017; PERMEN ESDM No. 12 Th 2025. 

- Kepmen ini mengatur mengenai: 
 Dalam keputusan ini ditetapkan daerah penghasil dan daerah pengolah sumber daya 
alam panas bumi tahun 2026. Daerah penghasil terdiri atas daerah penghasil yang 
berasal dari wilayah kerja panas bumi berdasarkan kuasa pengusahaan, kontrak operasi 
bersama, dan izin pengusahaan sumber daya panas bumi sejumlah 29 kabupaten dan 2 
kota, serta daerah penghasil yang berasal dari izin panas bumi yang meliputi iuran tetap 
sejumlah 39 kabupaten dan 6 kota dan iuran produksi sejumlah 7 kabupaten dan 1 kota, 
dengan rincian tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II. Daerah pengolah terdiri 
atas 7 kabupaten yang menjadi lokasi pembangkit listrik panas bumi yang berisiko 
terkena dampak eksternalitas negatif, dengan rincian tercantum dalam Lampiran III.  
 
Dasar penetapan daerah penghasil untuk wilayah kerja berdasarkan kuasa 
pengusahaan, kontrak operasi bersama, dan izin pengusahaan dihitung menggunakan 
persentase sesuai ketentuan tata cara rekonsiliasi, penyetoran, dan pelaporan bonus 
produksi panas bumi, sedangkan untuk wilayah kerja berdasarkan izin panas bumi 
mengacu pada perkiraan realisasi iuran tetap dan iuran produksi tahun 2025. 
Pelaksanaan transfer dana bagi hasil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta 22 April 2026. 
  - 3 lampiran : 8 hlm. 


